
?. ttg.
$4r*a! kaloan

TIKSE R

TAND

ttoia*{d} "

KABUPATEN/KOTAMADYA 5328578

DEPARTEMEN DALAIVT NEGERI

&r'



DEPARTEMEN DALAM NEGERI

S E IPI
BUKTI HAK(TANDA

BUKU.TANAH:
KAF,AIVGKOBAR.

DESA:

HAK

NO.

No.

SURAT.UKUR:

5328578

KANTOR AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA

--'-:,,: ai- ',. , ' , ,. -'. "

PAI(AI

I

t:AFTAR tsrrx zoe b.



DAFTAR ISIAN 2O5



PENDAFTARAN-PERTAMA
Halaman :

a) HAK rl AIilif .

No. L64.
f) NAMA PEMEGANG HAK

D esa : ii*rangicobil::'.

b) NAMA JALAN/PEfi€+{-

Desa/Sangunan liant ov'.

c) ASAL PERSiL
'i . -K€Rv€iasi.

2. Pemberian hak ;_.;-, -..-: ,t.; :;

3. PErfIiSdh€*n"da.ri.

4. &enggabruog,an

PENDAFTARAN
......&1$l #r$[il.G;i;#r. 

". 
....

A.n. BUPATIA/VA.LtKOTA/KDH

s.!lJ&E:!86&.Rf"
Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

Tsl.

t"t.d.

( NISWAR DAMTA El.5c 'r

-e

Nro.6, tro3afi 7 4.

..... /.3-..-. F..a.. !.. ?.. :2. t ..... ........ .. iA.n. BUPATI/rf,W(fiKOTTVKDH 
I

.. i+u!AEllE;"1_.i. 
I

Kepala Kantor Agraria 
I

I'tIr. L' lUt l.1"15i}

,/{' ) ..- 
./ ,'l

ffiiir*L:::;;:ili

-- r :lL
,.- ---r-rr1't-+*!*. 

-.1,. ..r.:--._ ..-,-,.
1'1! 

'i

i) PENUNJUK ..-..t- .tA-y'lD.,'

e} SURAT U KU BiU RAIAI'J BATAS j) CATATAN MENGENAI PAJAK

-'.1

Tahun Besa rnya Tambahan Pe nguranga n Catata n



Nornor hak

F. rdy'
3;i857s Nonror : .43.7..s.

G'AH.BAR -

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

K ab upaten/ Kotariradfia .. .... ..&an$ a,r*ro€i€lrar..... . " "

, .9..?\2..i{?:.(.S19 ratus 15.raa beLas..ry_!.9{..pgfqt€l) :

nunjLrkan dan penetapan batas . .....r.....,..

Daftar isian 207







Iain-lain :

ntor Agraria

Untuk Sertipikat

sanssrs*sar,'s Jct. ......./..!.-.. : ./..... ts *g**g*r.... tgl. ....././..-....7...-...... lg .8,
Kepala Kantor Agraria

Kabupaten/Kotamady a .. ..helcre@ffi.. ..........
ub.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

( NISWAR DAM]A B.SC ,,
%(AJ,D-ntfln-rPnzz; \

,...t.d.r.4rr..... /

ib

Lihat surat ukur
PenggabLrng

Nonror
Pengganti lte Nonror hak :

DIKELUARKAN SURAT UKUR Luas Nomor

hak
Sisa luas

Tanggai Nontor

Nomor hak



,

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961
yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,
menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan

suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Pe-

raturan Pemerintah inl li5s[u1 (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan
wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meningLgalnya orang itu.

Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1)
pasal i ni berdasarkan pertimban gan-perti mbangan khusus.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesLratu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Le-

lang harus meminta surat -keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang
lanah yan6, akan dldang ) tu

zl.Pasal

a.

b.

C.

Pasal

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta
sebagai yang dimaksud dalarn pasal 19, jika:

permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;

@U KTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal

1. Sertipikat baru hanya dapat diberik?n oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada vang berhak, sebagai
pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertiprkat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak
Itu.

5.

Sebelum sertipikat baru sebagai penggan ii suatu sert;pikat yang hilanq diberikan kepada yang berhak maka hal

itu harus diumumkan dua kali berturut-turu1 dengan aniara waktu 1 bulan, dalam surat kabar seternpat dan be-

rita Negara Republik lndonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.

Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yano mengalukan keberatan terhadap
pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.

Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap
beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk memin-
ta keputusan hakim.

Jika Kepala Kantor Pendaitaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum
memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan
Pendaftaran Tanah atau penjabat yang dituniuk olehnya.

Pasal 42.

tsarang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas y6ng dimaksud dalam
pasal 3ayat(7) diatasdipidanadenganhukumankurunganselama-lamanya2bulandanlatau dendasebanyak-
banyaknya Rp. 5.O00,-

Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1 ) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasa I 43

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal .19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penja-

bat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya
Rp. 10.000,-

1.

2.

Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta
oleh penjabat.

Pelanggaran terhadap Iarangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-la
manya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp- 1 0.0O0,-

2.

2.

44Pasal

'i.

4.

1.


